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ABSTRAK

Penyandang disabilitas adalah seseorang yang memiliki keterbatasan fisik,
mental, intelektual atau sensorik dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Hak dan
kewajiban sebagai warga negara tetap melekat pada mereka. Tetapi keterbatasan yang
mereka miliki membuatnya diberikan jalur khusus dalam memperoleh hak dan
melaksanakan kewajiban oleh negara. Hak-hak mereka telah diatur sendiri dalam
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, sehingga
mereka punya perlakuan khusus namun dalam batas yang wajar. Salah satunya adalah
hak politik dalam memilih. Penyandang disabilitas grahita misalnya, mereka diberikan
fasilitas khusus sesuai dengan disabilitasnya, seperti dibantu dalam menjalani prosedur
pemilihan. Namun dalam implementasinya beberapa tempat tidak memperhatikan
bagian tersebut. Terlihat sepele tetapi itu penting karena telah diatur dalam Undang-
Undang.

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana kebijakan yang diterapkan
oleh Pemda Sleman dalam memenuhi hak politik disabilitas grahita pada pilpres 2019.
Lalu bagaimana siyasah syar’iyyah memandang kebijakan Pemda Sleman dalam
memenuhi hak politik disabilitas grahita pada pilpres 2019.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan bersifat deskriptif-kualitatif.
Pencarian dan pengumpulan data menggunakan teknik wawancara yang bersifat
terstruktur-terbuka.

Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa kebijakan Pemda Sleman terhadap
hak politik disabilitas grahita dalam pilpres tahun 2019 sudah sesuai dengan prinsip-
prinsip memenuhi hak atas penghormatan dan kehidupan pribadi, hak berpendapat dan
berserikat, hak persamaan di depan hukum dan membela diri, hak musyawarah, dan hak
mengangkat para pejabat dari siyasah syar’iyyah. Akan tetapi dalam pelaksaannya
masih belum optimal karena masih ada kendala yang diterima oleh disabilitas grahita,
yaitu pendataan yang kurang valid dikarenakan tidak sama antara data pemutakhiran
dengan data lapangan. Kurangnya kerja sama dari pihak keluarga disabilitas grahita
sehingga mengakibatkan tidak bisa memilih, tidak tahu informasi untuk mengurus surat
Ab5, dan tidak bisa memilih karena tidak segera didaftarkan untuk pembuatan KTP.

Kata kunci : Hak Politik, Disabilitas Grahita, Pilpres



a“luhmlw Islam Negert Sunnn Kalijaga FM-UINSK-BM-05-03/RO

PERNY ATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME
Yang bertanda tangan di bawah i

Nama Sandea Yahya Angkasa
NIM 4370065

Prodh ok Tata Negara
Fakultas Svan'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa nashah skiipsi mi secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya
saya sendint kecuali pads bagian-bagian vang dirujuk sumbernya, dan bebas dan
plagtarisme. Iika di kemudian hac terbukn bukan karya sendin atau mélakukan plagiasi
maka sava stap dindak sesum dengan ketentuan hukum yang berlaku

Yogyakarta, 10 Apnl 2020

Sandea Yahya Angkasa
NINT 14570065



ol
[
QUO) universitas 1slam Negeri Sunan Kalijaga FM-UINSK-BM-05-03/RO

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI
Hal: Skripsi Saudara Sandea Yahya Angkasa
Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari*“ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu ’alaikum Wr. Whb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya,
maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Sandea Yahya Angkasa
NIM : 14370065
Judul . “Kebijakan Pemda Sleman Terhadap Penyandang Disabilitas

Pada Pilpres 2019"
sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah dan
Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar
sarjana strata satu dalam llmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat
segera dimunagasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu ‘alaikum Wr. Wh.

Yogyakarta, 04 Mei 2020
Pembimbing,

Dr. Ocktoberrinsyah, M.Ag.
NIP. 19681020 199803 1 002



lf!/i\}@ KEMENTERIAN AGAMA
(@"}\1:‘@" UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
P FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Dlo JI. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR
Nomor : B-570/Un.02/DS/PP.00.9/06/2020

Tugas Akhir dengan judul :Hak Politik Disabilitas Grahita Dalam Pilpres Di Kabupaten Sleman ( Implementasi
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas )

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : SANDEA YAHYA ANGKASA
Nomor Induk Mahasiswa : 14370065

Telah diujikan pada > Jumat, 12 Jum 2020

Nilai ujian Tugas Akhir C A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

i
"_ = '":gp‘::ll Dr. Ocktoberrinsyah, M. Ag.
3 £ SIGNED

Dr. Ahmad Patiroy, M.Ag.
SIGNED

% Dr. H. M. Nur, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

i TN Sunan Kalijaga
% Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

3 ® Dr. H. Agus Moh. Najib, 5.Ag.. M.Ag.
EAas TR SIGNED
WValid ID: SfThetET01BET

141 06/10/2020



MOTTO

Lsd 055G @Yy Ol
Lirs 0SS BM=V1g OleY) Do
Dengan iman dan akhlak saya menjadi kuat,
tanpa iman dan akhlak saya menjadi lemah

(Ikrar Ke-6 Anggota Tapak Suci Putera Muhammadiyah)

Vi



PERSEMBAHAN

Skripsi ini peneliti persembahkan untuk :

Papa dan Mama, Aris Wibowo dan Sri Rusmi Dewi, yang telah memberikan dukungan
baik moril maupun materiil. Tidak ada yang lebih baik melebihi nasehat kalian berdua.
Dengan segala emosi dicurahkan untuk keberhasilan dan kesuksesanku, susah senang
dihadapi hanya untuk diriku semata. Sekali lagi saya ucapkan beribu-ribu terima kasih
atas segala pemberiannya dan permohonan maaf kepada papa dan mama atas segalanya

kekurangan dan kesalahan yang telah saya perbuat.
Kakakku, Ade Ilyas Samudra dan adikku, Derisinda Nura Najminisa, yang sudah selalu
mengingatkan dan percaya pada saya bahwa saya bisa dan mampu untuk menyelesaikan

skripsi ini.

Teruntuk kawan saya Faiz Uridun Naja dan Farhan Aji Dharma yang selalu

mengingatkan dan membantu dalam penyusunan skrispi ini.

vii



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi Arab-Latin adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam
tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan
tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi
ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Rl
dan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Rl Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor:
0543 b/U/1987. Secara garis besar urutannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab Nama Latin Huruf Keterangan
\ Alief dilaanibda?:;kan Tidak dilambangkan
) Ba’ B Be
<o Ta T Te
& Sa S Es (dengan titik di atasnya)
z Jim \ Je
C Ha H Ha (dengan titik di bawahnya)
¢ Kha Kh Ka dan ha
> Dal D De
5 Zal Z Zet (dengan titik di atasnya)
5 Ra R Er
3 7Za Z Zet
o Sin S Es
B Syin Sy Es dan ye
P Sad S Es (dengan titik di bawahnya)

viii




P Dad D De (dengan titik di bawahnya)
b Ta’ T Te (dengan titik di bawahnya)
L Za Z Zet (dengan titik di bawahnya)
¢ ‘Ain ‘ Koma terbalik di atas

¢ Gain G Ge

- Fa’ F Ef

3 Qaf Q Qi

4 Kaf K Ka

J Lam L El

¢ Mim M Em

) Niin N En

9 Wawu W W

2 Ha H Ha

c Hamzah Apostrof

S Ya Y Ye

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda Syaddah, ditulis lengkap.

N/
LERE

she

C. Ta’ Marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

FI .

Ditulis
Ditulis

Ditulis

muta’addidah
‘iddah

Hikmah




) Ditulis ‘illah

(Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam
bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki
lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis

dengan h.

W f}!\\ Ll S Ditulis Karamah al-Auliya

3. Bila ta’ marbutah hidup atau dengan harakat fathah kasrah dan dammah ditulis t

atau h.

JUyilpty Ditulis Zakah al-Fitri

D. Vokal Pendek

Fathah ditulis a, kasrah ditulis i, dan dammah ditulis u.

E. Vokal Panjang
a panjang ditulis , i panjang ditulis , dan u panjang ditulis masing-masing dengan

tanda (") diatasnya.

F. Vokal Rangkap
Fathah + ya’ tanpa dua titik yang dimatikan ditulis ai, dan fathah + wawu mati

ditulis au.



¢-<-—J Ditulis Bainakum

Js Ditulis Qaul

G. Vokal-Vokal Pendek yang Berurutan Dalam Satu Kata Dipisahkan Dengan

Apostrof

V"”‘ Ditulis A’antum

Coge Ditulis Mu’annas

H. Kata Sandang Alief+Lam

1. Bila diikuti huruf Qamariyyah ditulis al-

ol Ditulis Al-Qur’an

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah, huruf | (el)-nya diganti dengan huruf

Syamsiyyah yang mengikutinya.

FPORA Ditulis As-Sama’

I.  Huruf Kapital
Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi

ini huruf tersebut digunakan juga penulisan huruf kapital disesuaikan dengan EYD.

J. Penulisan Kata-Kata Dalam Rangkaian Kalimat
Ditulis kata per kata atau ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam

rangkaian tersebut.
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2o 93 Ditulis Zawil Furiid

K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Kata-kata yang sudah dibakukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, seperti
kata salat, zakat, dan sebagainya.

2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan oleh
penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Figh Mawaris, Figh Jinayah, dan
sebagainya.

3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara
yang menggunakan huuruf Latin, misalnya Quraish Shuhab, Ahmad Syukri
Soleh, dan sebagainya.

4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan,

Taufig, Al-Ma’arif dan sebagainya.
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara kesatuan yang di dalamnya terdapat beragam suku
dan bangsa. Untuk mengatur seluruh daerah dengan teratur dan efektif maka
pembentukkan hukum sangat diperlukan. Sebagai negara hukum, Indonesia sudah
sepantasnya mengatur segala aktifitas setiap orang atau lembaga secara mendetail.

Dalam sistem penyelenggaraan di Indonesia telah menganut sebuah sistem
yaitu demokrasi. Demokrasi dalam artian yang lebih pastisipatif adalah sebuah
konsep dimana kekuasaan dari, oleh, untuk dan bersama rakyat. Artinya,
kekuasaan yang ada berasal dari rakyat dan rakyatlah yang sebenarnya
menentukan kemana arah negara akan menuju, termasuk dalam penyelenggaran
kehidupan bernegara.*

Implementasi dari demokrasi sangat banyak dan detail. Satu hal yang paling
melekat di pikiran setiap orang apabila mendengar kata demokrasi, yaitu
pemilihan umum atau biasa disebut pemilu. Pemilu merupakan satu bentuk dari
sekian banyak implementasi tentang penyelenggaran bagi warga Indonesia dalam
memilih pemimpin yang dapat mewakili aspirasi mereka. Pemilu dari tingkat
pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD, DPRD Provinsi, hingga
DPRD Kab/Kota. Momen ini menjadi sebuah kenangan tersendiri bagi warga

Indonesia dalam 5 tahun sekali. Hal ini termaktub dalam Pasal 6A dan 18

1 Jimly Asshiddigie, Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi, (Jakarta :
Konstitusi Press, 2004) him. 241



Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, bagaimana cara elit
politik tersebut terpilih.

Berawal dari pernyataan KPU Kota Yogyakarta, di salah satu rubrik koran
di Yogyakarta. KPU Kota Yogyakarta menjelaskan tentang pelayanan KPU Kota
Yogyakarta terhadap penyandang disabilitas yang sudah dilaksanakan dengan
lancar walau ada beberapa kendala ketika pelaksanaan Pemilukada Kota
Yogyakarta tahun 2017 lalu. Berdasarkan pembacaan tersebut, penulis sempat
terbesit tentang penyandang disabilitas yang memiliki kekurangan dari orang
normal umumnya, bagaimana mengikuti pemilihan umum.

Topik tersebut merupakan topik yang jarang sekali dibahas di masyarakat
umumnya. Sisi lainnya, setelah mencari sumber-sumber yang berkaitan dari pihak
KPU pun di beberapa tempat juga menemui banyak kendala. Jumlah penyandang
disabilitas itu sendiri yang minoritas membuat masyarakat jarang memperhatikan
mereka. Tidak hanya itu, KPU juga kewalahan karena faktor-faktor yang ada,
kadangkala terjadi miss terhadap pelayanan penyandang disabilitas.

Sebagai contoh dalam hal tersebut adalah disabilitas netra. Disabilitas netra
ketika akan memilih seorang calon, akan diberikan surat suara berhuruf Braile.
Namun penulis berpandangan bagaimana jika tunanetra tersebut buta huruf
Braile? Maka dia akan diarahkan oleh seseorang untuk ditunjukkan mana saja
calonnya. Saat itulah kemungkinan besar untuk terjadinya kecurangan akan

muncul.



Istilah lain Disabilitas adalah Difabel atau different ability adalah keadaan
(seperti sakit atau cedera) yang merusak atau membatasi kemampuan mental dan
fisik seseorang.? Dalam artian hukum penyandang disabilitas yaitu

Setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, mental, intelektual, mental,

dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan

lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi
secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan
kesamaan hak.’

Penyandang disabilitas merupakan istilah pengganti dari istilah
“penyandang cacat” yang dulu lebih banyak digunakan. Istilah ini resmi mulai
digunakan Indonesia semenjak diratifikasikannya konvensi PBB tentang hak
penyandang disabilitas pada November 2011 melalui Undang-Undang Nomor 19
Tahun 2011 Tentang Pengesahan Konvensi Mengeni Hak Penyandang
Disabilitas.*

Kelompok ini merupakan kelompok yang diperlukan perhatian dan
kepedulian yang besar dari lingkungan sekitarnya. Sering kali pula kelompok
tersebut dilupakan, diasingkan, maupun dihina. Terlepas dari itu semua, jika
menyangkut dalam hal politik, kelompok tersebut memiliki hak yang sama di
mata negara dengan yang lainnya.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 menjelaskan tentang hak-hak yang

diperoleh kaum difabel, diantaranya adalah hak politik. Hak ini sama seperti yang

dimiliki oleh non-difabel, yakni memiliki hak memilih dan dipilih selama

2 https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/disabilitasdiakses, pada 01 Mei 2019
¥ pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas

* M. Syafi’ie, dkk, Potret Difabel Berhadapan Dengan Hukum Negara, (Yogyakarta:
SIGAB, 2014) him. 3
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memenuhi syarat yang berlaku. Selain itu dijelaskan pula dalam Undang-Undang
tersebut bagaimana implementasi dari hak politik difabel tersebut. Dalam konteks
pemilu, bilamana seorang difabel menyalonkan diri menjadi wakil rakyat, maka
yang perlu diperhatikan adalah memenuhi syarat ada dan mematuhi peraturan
yang ada. Namun bila kaum difabel yang menjadi pemilih, maka pemerintah
wajib menyediakan sarana prasarana untuk mereka dalam penyelenggaraan
pemilu.’

Pada Undang-Undang tersebut dijelaskan pula konsep dan idealitas
pemerintan dalam melayani dan memfasilitasi difabel dalam berbagai hal.
Menurut Ketua Komisi Pemilihan Umum, Arief Budiman, pemilih penyandang
disabilitas Pemilu 2019 terdapat 1.247.730 orang.® Jumlah tersebut tentunya
menjadi perhatian yang penting. Seperti yang dilansir oleh Republika dalam
laman resminya :

Ketua Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Gufroni
Sakaril mengatakan masih ada beberapa kendala bagi para difabel (different
ability) untuk berpartisipasi dalam pemilu. Menurutnya, kendala itu ada di
tingkat praktis (implementasi kebijakan)....,Misalnya saat mengantri di TPS,
teman-teman tuna rungu tidak mendengar panggilan antrian. Selain itu, ada
beberapa TPS yang sulit dijangkau misalnya harus melangkahi selokan atau
terpencil....,Gufroni juga menuturkan ada petugas TPS yang tidak memahami
surat suara model Braille. "Bahkan pernah kejadian, petugas TPS tidak
memahami surat suara jenis Braille," katanya.’

Ketika Pemilu Serentak 2019 terjadi, sempat muncul berita yang beredar di

media sosial bahwa ada orang gila yang ikut pemilu. Pro-kontra pun tak

® Pasal 13 huruf g Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016

Shttps://www.idntimes.com/news/indonesia/rini-octaviani/kpu-jumlah-pemilih-disabilitas-
mencapai-12-juta-orang-di-pemilu/full dikutip pada tanggal 29 Mei 2019 pukul 23.36

" https://nasional.republika.co.id/berita/nasional/jabodetabek-nasional/pnxfoh459/difabel-
masih-hadapi-kendala-ikuti-pemilu dikutip pada tanggal 29 Mei 2019 pukul 00.54 WIB


https://www.idntimes.com/news/indonesia/rini-octaviani/kpu-jumlah-pemilih-disabilitas-mencapai-12-juta-orang-di-pemilu/full
https://www.idntimes.com/news/indonesia/rini-octaviani/kpu-jumlah-pemilih-disabilitas-mencapai-12-juta-orang-di-pemilu/full
https://nasional.republika.co.id/berita/nasional/jabodetabek-nasional/pnxf0h459/difabel-masih-hadapi-kendala-ikuti-pemilu
https://nasional.republika.co.id/berita/nasional/jabodetabek-nasional/pnxf0h459/difabel-masih-hadapi-kendala-ikuti-pemilu

terelakkan baik di media sosial maupun di diskusi ilmiah. Mulai dari kasus inilah
penulis menimbang lagi topik yang akan diteliti. Melihat kasus disabilitas netra
tidak seheboh dengan kasus orang gila tersebut. Penyandang disabilitas tidak
hanya disabilitas fisik, namun mental juga atau disebut disabilitas grahita. Ada
perbedaan yang seringkali disalah pahami orang-orang antara disabilitas grahita
dengan ODGJ (Orang Dengan Gangguan Jiwa). Inilah yang mendasari penulis
yang akhirnya menentukan tema untuk diteliti.

Disabilitas grahita membutuhkan perhatian khusus saat pemilu berlangsung.
Terlebih lagi ada yang beranggapan bahwa disabilitas grahita disamakan dengan
psikosis atau gila, padahal dua hal ini sangat berbeda. Pendapat tersebut diperkuat
pada Putusan MK Nomor 135/PUU-XI11/2015. Dengan adanya putusan tersebut
pemerintah maupun KPU selaku penyelenggara perlu adanya memaksimalkan
fasilitas untu disabilitas grahita ataupun penyandang disabilitas lainnya yang
sangat membutuhkan perhatian lebih dari orang normal lainnya.

Islam sendiri telah menjelaskan dan mengajarkan  bagaimana
memperlakukan penyandang disabilitas dengan baik dan menyamakan kedudukan
dengan yang lainnya. Perlakuan hak yang sama terhadap penyandang disabilitas
dalam Islam yang populer adalah ketika Abdullah bin Ummi Maktum mendatangi
Rasulullah saw. yang sedang berdiskusi dengan pembesar Quraisy dan memohon
kepada beliau untuk diberikan nasehat, tetapi Rasulullah berpaling darinya,
sehingga ditegurlah Allah agar lebih memperhatikan orang yang telah jelas -

keimanannya.® Ibnu Katsir menjelaskan, Allah memerintahkan kepada Rasul-Nya

8 <Abasa (80) : 1-10



agar tidak mengkhususkan peringatan hanya kepada seseorang. Namun harus
menyamaratakan antara yang mulia dan yang lemah, dalam konteks penelitian ini,
disabilitas maupun masyarakat pada umumnya.’

Penelitian ini selanjutnya akan membahas hak politik dalam memilih bagi
penyandang disabilitas grahita. Teori Siyasah Syariyyah oleh J. Suyuthi Pulungan
menjadi dasar dalam penelitian ini. Teori tersebut untuk menganalisis
implementasi Undang-Undang yang sudah diatur. Inilah yang mendasari penulis

untuk menentukan tema tersebut untuk dijadikan penelitian.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan apa yang telah dijelakan pada latar belakang di atas, maka
peneliti mengangkat pokok permasalahan yang akan dikaji pada penelitian ini,
sebagai berikut :

1. Bagaimana kebijakan yang diterapkan oleh Pemda Sleman dalam

memenuhi hak politik disabilitas grahita pada pilpres 2019?
2. Bagaimana analisis teori siyasah syar’iyyah memandang kebijakan
Pemda Sleman dalam memenuhi hak politik disabilitas grahita pada

pilpres 2019?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

% Abul Fida’ ‘Imaduddin Isma’il bin Umar bin Katsir, Tafsir Ibnu Katsir, alih bahasa Arif
Rahman Hakim, dkk, cet. Ke-1 (Sukoharjo : Insan Kamil, 2015), jilid X, him. 528-529



Setiap penelitian pasti mempunyai tujuan dan manfaat yang akan di
dapatkan, baik bagi penulis atau bagi pihak-pihak lain. Adapun berikut tujuan dan
manfaat yang dapat diambil, yaitu :

1.  Tujuan Penelitian

a.  Untuk menjelaskan secara spesifik tentang apa saja hak-hak politik

yang didapatkan oleh penyandang disabilitas dalam pemilu.

b.  Untuk menjelaskan bagaimana upaya pemerintah dalam memenuhi

hak-hak politik bagi penyandang disabilitas grahita dalam pemilu.
2. Manfaat Penelitian
a.  Manfaat Teoritis
Dari hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat
dalam menambah khazanah keilmuan dan dapat menjadi sebuah referensi
bagi penelitian yang lain dalam Hukum Tata Negara.

b.  Manfaat Praktis

Dari hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi
akademisi, praktisi hukum, dan pemerintah Indonesia. Selain itu juga
diharapkan mampu memberikan manfaat bagi masyarakat secara umum dan
penyandang disabilitas secara khusus agar lebih baik di masa yang akan

datang.

D. Tinjauan Pustaka

Penelitian yang baik adalah penelitian yang benar — benar terjun secara
langsung dalam bereksperimen dan menguji coba obyek kajiannya. Dengan kata

lain, penelitian tidak diperbolehkan untuk melakukan plagiat atau kesamaan



penelitian dari segala aspeknya. Maka diperlukan telaah pustaka untuk
mengkomparasikan penelitian ini dengan penelitian—penelitian yang serupa, mana
saja perbedaan antara penelitian ini dengan yang lain.

Berdasarkan hasil penelusuran penulis, telah ditemukan beberapa literatur
yang membahas pemilu bagi penyandang disabilitas. Berikut adalah beberapa
literatur tentang pemilu bagi penyandang disabilitas yang akan digunakan.

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Metty Sinta Oppyfia dengan judul
“Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Dalam Pilkada Kota
Yogyakarta”. Dengan menggunakan teori Siyasah Syar’iyyah, Metty
menyimpulkan adanya keselarasan antara implementasi hukum normative dengan
prinsip dan tujuan Siyasah Syar’iyyah, yaitu prinsip musyawarah dan prinsip
keadilan social melalui pendidikan politik, sosialisasi dan simulasi pelaksaanaan
pilkada kepada pemilih penyandang disabilitas.'

Perbedaan penelitian ini adalah penellitian ini tidak akan membahas tentang
Pilkada Kota Yogyakarta Tahun 2017. Namun penelitian ini membahas tentang
pemenuhan hak politik pada pemilu bagi penyandang disabilitas grahita
khususnya di Kabupaten Sleman.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Ferry Yuhanda dengan judul
“Pemenuhan Aksesibilitas Hak Politik Bagi Difabel Dalam Pemilukada 2015
(Studi Tentang Aksesibilitas Difabel Dalam Pelaksanaan Pelimukada di
Kabupaten Sragen)”. Dengan menggunakan teori hak politik, Ferry

menyimpulkan bahwa bagi penyandang disabilitas kaitannya terlaksananya

1% Metty Sinta Oppyfia, “Pemenuhan Hak Politik Difabel Dalam Pilkada Kota Yogyakarta
Tahun 2017 (Studi Implementasi UU No. 8 Tahun 2016),” Fakultas Syariah Dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, (Agustus 2017)



aksesibilitas dalam menggunakan hak pilih pemilukada 2015 di Kabupaten Sragen
telah terinvetarisasi dengan jelas.™

Perbedaan penelitian ini adalah penelitian ini tidak membahas secara
spesifik tentang pemilukada di Sragen. Namun penelitian ini membahas tentang
pemenuhan hak politik pemilu bagi penyandang disabilitas grahita khususnya di
Kabupaten Sleman.

Ketiga, penelitian yang dilakuka oleh Lugas Subarkah dengan judul
“Advokasi Hak Dasar Difabel Oleh Sasana Integerasi Dan Advokasi Difabel
(SIGAB)”. Dengan menggunakan teori Difabel dan Hak Dasar Lugas yaitu bahwa
advokasi yang dilakukan Sigab untuk hak dasar difabel meliputi proses-proses
legislasi dan yurisdiksi, proses-proses birokrasi dan politik, serta proses-proses
sosialisasi dan mobilisasi.*?

Perbedaan penelitian ini adalah penelitian ini tidak membahas tentang hak
dasar penyandang disabilitas secara umum yang dilakukan oleh Sigab. Namun
membahas tentang hak politik penyandang disabilitas secara khusus dan
bagaimana pemerintah sebagai pemilik wewenang yang besar memenuhi hak
politik bagi penyandang disabilitas grahita dalam pemilu di Kabupaten Sleman.

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Nur Aliyah Zainal, Muhammad
Taufik Igbal, Muhammad Reski Razak dengan judul “Partisipasi Dan Jaminan

Hak Politik Penyandang Disabilitas Di Yayasan Yukartuni Makassar Pada Pemilu

! Ferry Yuhanda, “Pemenuhan Aksesibilitas Hak Politik Bagi Difabel Dalam Pemilukada
2015,” Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, (Agustus 2016)

'? Lugas Subarkah, “Advokasi Hak Dasar Difabel Oleh Sasana Integerasi Dan Advokasi
Difabel,” Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, (September
2017)
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Legislatif 2014”. Dengan menggunakan teori Partisipasi Politik mereka
menyimpulkan dari penelitian tersebut meyebutkan bahwa jaminan terhadap hak
politik penyandang disabilitas di Yayasan Yukartuni sudah terpenuhi sehingga
warga binaan bisa berpartisipasi dalam pemilihan legislatif 2014.*

Perbedaan peelitian ini adalah tidak membahas secara tentang pemenuhan
terhadap partisipasi dan jaminan hak politik penyandang disabilitas di Yayasan
Yukartuni Makassar. Namun penelitian ini membahas tentang pemenuhan hak
politik bagi penyandang disabilitas grahita dalam pemilu secara khusus di
Kabupaten Sleman.

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Mugi Riskiana Halalia dengan judul
“Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas Sesuai Dengan Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Oleh Komisi Pemilihan
Umum (KPU) Kota Yogyakarta”. Dengan menggunakan pendekatan persamaan
hak antar sesama manusia, Mugi menyimpulkan Pemilu yang dilakukan oleh KPU
Kota Yogyakarta telah melakukan upaya-upaya pemenuhan hak politik bagi
penyandang disabilitas di Kota Yogyakarta dalam penyelenggaraan pemilihan
umum. Salah satu upaya tersebut adalah melakukan pemaksimalan pendataan

pemilih terhadap penyandang disabilitas, memberikan sosialisasi dan simulasi

3 Nur Aliyah Zainal, dkk, “Partisipasi Dan Jaminan Hak Politik Penyandang Disabilitas
Di Yayasan Yukartuni Makassar Pada Pemilu Legislatif 2014,” Jurnal Politik Profetik, Vol. 6:1
(Januari 2018), him. 106

10
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mengenai kesamaan hak politik bagi penyandang disabilitas, dan pelayanan
terhadap penyandang disabilitas dalam pemilihan umum.**

Perbedaan penelitian ini adalah penelitian ini tidak terfokus pada pemilu
yang diadakan oleh KPU Kota Yogyakarta di wilayah Kota Yogyakarta. Namun
penelitian ini membahas tentang pemenuhan hak politik pada pemilu bagi
penyandang disabilitas grahita secara khusus di Kabupaten Sleman.

Keenam, penelitian yang dilakukan Ade Rio Saputra, Jendrius, dan
Bakaruddin dengan judul “Tata Kelola Pemilu Dalam Pemenuhan Hak-Hak
Penyandang Disabilitas”. Dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun
1997 dan menempatkan penelitian tersebut di Kabupaten Padang Pariaman,
Sumatera Barat, Ade beserta kawan-kawannya menemukan beberapa
permasalahan terkait pelayanan pemilu terhadap penyandang disabilitas yang
belum terfasilitasi.

Perbedaan penelitian ini adalah penelitian ini tidak terfokus pada
pengelolaan dan pelayanan pemilu terhadap penyandang disabilitas dalam satu
tempat tertentu. Namun penelitian ini membahas tentang pemenuhan hak politik
bagi penyandang disabilitas grahita dalam pemilu secara khusus di Kabupaten

Sleman.®

E. Kerangka Teori

" Mugi Rizkiana Halalia, “Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas Sesuai Dengan
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Oleh Komisi Pemilihan
Umum (KPU) Kota Yogyakarta,” Jurnal Supremasi Hukum, Vol. 6:2 (Desember 2017), him. 1

5 Ade Rio Saputra, dkk, “Tata Kelola Pemilu dalam Pemenuhan Hak-Hak Pemilih
Penyandang Disabilitas,” Jurnal Aristo, Vol. 7:1 (November 2018), him. 64
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Undang-Undang dan Peraturan-Peraturan terkait hak politik bagi
penyandang disabilitas menjelaskan secara detil konsep-konsepnya. Mulai dari
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017,
dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum. Merujuk pada Pasal 1 Undang-Undang
Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu

“Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-
Undang Dasar”

Peraturan-peraturan yang ditulis dalam Undang-Undang secara umum tidak
dapat mencapai kepada titik paling bawah. Perlu adanya andil dari KPU sebagai
lembaga yang mengelola jalannya pemilu. Maka perlu adanya inovasi-inovasi
dalam melayani kebutuhan difabel.

Islam sebagai agama yang rahmatan lil ‘alamin menjadikan semua manusia
memiliki derajat yang sama di dunia tanpa membedakan apapun. Pemaknaan
dasar hukum Islam yang dinamis menghasilkan solusi terkait difabel di era
modern saat ini, dalam konteks ini pemenuhan hak politik bagi penyandang
disabilitas dalam pemilu di Indonesia.

Hubungan penyandang disabilitas dan pemilu merupakan satu bagian dari
sistem ketata negaraan Indonesia. Islam yang melihat konteks ini pun telah
mengatur relasi antara penyandang disabilitas dengan negara, dimana negara turut
hadir dalam melayani, mengatur, dan melindungi warganya, termasuk penyandang
disabilitas. Dalam konteks Indonesia, Islam hadir dengan menilai apakah sistem
yang dijalankan oleh Indonesia telah sesuai dengan apa yang telah dituntunkan

oleh Islam, dimana negara harus memperhatikan hak setiap warganya terpenuhi,
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secara khusus penyandang disabilitas dalam mengikuti pemilu untuk menentukan
pemimpin, disamping hukum positif yang juga mengatur hal tersebut.

Imam Al-Mawardi dalam kitabnya Al-Ahkam As-Sulthaniyyah®®, beliau
menjelaskan konsep tentang hisbah'’, bahwa muhtasib'® wajib untuk menyuruh
kepada kebaikan yang berkaitan dengan pemenuhan hak-hak manusia. Seperti
yang telah dicontohkan sebelumnya, ketika terjadi sesuatu di suatu wilayah atau
negara, maka jika negara memiliki dana, maka menjadi tanggung jawab Baitul
Mal dan bukan menjadi tanggung jawab selain Baitul Mal. Baitul Mal yang
dimaksud dalam hal ini adalah negara.

Jika ditarik pada konteks penelitian ini, KPU wajib untuk memenuhi hak-
hak politik dari penyandang disabilitas dalam pemilu, sebagai tugas pokok dan
fungsinya yang telah diatur dalam Undang-Undang. KPU vyang diberikan
kewenangan dalam menyelenggarakan pemilu tentunya diberikan dana oleh
negara. Secara otomatis negara pun turut andil dalam memantau terselenggaranya
pemilu hingga tuntas. Jika diperjalanan terdapat kekurangan dalam terlaksananya
pemilu, maka KPU wajib menyelesaikannya. Apabila tidak dapat terselesaikan,

maka negara harus turun dalam membantu menyelesaikannya.

* Abu Al-Hasan Ali bin Muhammad Al-Mawardi, Al-Ahkam As-Sulthaniyyah, alih
bahasa Fadli Bahri, cet. Ke-8 (Bekasi : PT. Darul Falah, 2017)

' Lihat Lampiran

' Lihat Lampiran
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Bentuk-bentuk pemenuhan hak politik tersebut dijelaskan oleh J. Suyuthi
Pulungan menjadi beberapa macam vyaitu,’® hak penghormatan dan kehidupan
pribadi, hak berpendapat dan berserikat, hak persamaan di depan hukum dan
membela diri, hak musyawarah, dan hak mengangkat pejabat. Dari hak-hak
tersebut, secara dikontekstualisasikan kepada penyandang disabilitas grahita
dalam pilpres tahun 2019.

Hak-hak tersebut sangat relevan terhadap penyandang disabilitas grahita itu
sendiri. Pasalnya secara berurutan hak-hak tersebut memulai proses pemenuhan
hak dari ranah domestik hingga ranah publik. Pemenuhan tersebut akan menjadi
lebih efektif dan tertata lebih rapi agar tidak terjadi ketimpangan dalam menjalani

proses pemilu.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian sangat penting perannya dalam membentuk sebuah
penelitian. Dengan adanya metode penelitian maka sebuah penelitian akan
menjadi fokus dan obyektif. Berikut adalah unsur-unsur metode penelitian dalam
membentuk peneilitian ini.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan adalah penelitian lapangan. Penelitian

ini menggunakan sumber data primer melalui data lisan, tulisan, dan fakta fisik di

lapangan.”

193, Suyuthi Pulungan, Fikih Siyasah : Ajaran, Sejarah, Dan Pemikiran, (Yogyakarta :
Ombak, 2014), him 5

2 Afrizal, Metode Penelitian Kualitatif, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2014), him.
18
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2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif-kualitatif, yaitu penelitian yang
digunakan untuk menggambarkan dan menganalisis fakta-fakta yang ada di
lapangan dan hal-hal lainnya yang tidak bisa ditemukan dibandingkan

kuantitatif.?

Selain itu, jenis ini juga digunakan untuk memberikan pemahaman
dan penafsiran terhadap fakta di lapangan yang berkaitan dengan implementasi
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas dalam
perspektif siyasah syar’iyyah.
3. Subyek Penelitian

Subyek penelitian ada orang yang menjadi sumber informasi dan memahami
obyek penelitian. Berikut adalah subyek penelitian yang akan menjadi rujukan
dalam penelitian ini :

a.  Komisioner Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sleman

b.  Sekretaris Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) DIY

c.  Ketua Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) DIY

d.  Panitia Pemungutan Suara (PPS) Sendangadi

e.  Pemilih disabilitas grahita sebanyak 14 orang.
4.  Obyek Penelitian

Obyek yang akan diteliti pada penelitian ini adalah implementasi Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas dengan kebijakan

Pemda Sleman terhadap penyandang disabilitas grahita pada pilpres 2019.

5. Pendekatan Penelitian

2L |pid, him. 14
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Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan
normatif-yuridis, yang berfokus pada implementasi kebijakan Pemda Sleman
terhadap penyandang disabilitas grahita pada pilpres 2019.

6.  Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian kualitatif dibagi menjadi 3
sebagai berikut :**

a.  Observasi

Dalam tahap ini peneliti akan terjun ke lapangan, mengamati, dan
mencari sumber-sumber data dan mengumpulkannya yang berkaitan dengan
hak politik tungrahita dalam pilpres untuk dijadikan bahan dalam
menganalisis nantinya, seperti fakta-fakta fisik, bahasa tubuh, dan kondisi
lapangan. Selanjutnya dijelaskan terkait data-data yang telah dikumpulkan,
sehingga menghasilkan kesimpulan terkait hak politik bagi disabilitas
grahita dalam pilpres di Indonesia.

b.  Wawancara

Teknik dalam wawancara ini adalah wawancara bebas dan terbuka,
yaitu wawancara yang tidak rahasia, tidak terikat jawabannya, dan
pertanyaannya tidak disiapkan terlebih dahulu.

c.  Dokumentasi

Dalam tahap ini peneliti akan mengumpulkan dan menghimpun

sumber-sumber data yang telah terkumpul dapat berbentuk gambar, surat-

22 Afrizal, Metode Penelitian Kualitatif, him. 21-22
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surat, buku, website, artikel, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan
penelitian ini untuk memperkuat dalam menyimpulkan penelitian ini.
7. Analisis Data
Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini yaitu menjelaskan
keadaan fakta lapangan dan menganalisisnya dalam penulisan laporan untuk

memperoleh jawaban dari rumusan masalah.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam mempermudah penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, maka
akan dilakukan penyusunan secara sistematis menjadi lima bab sebagai berikut :

Pertama, merupakan pendahuluan. Pada bab ini menjelaskan bagaimana
latar belakang penelitian ini dilakukan. Penjelasan latar belakang tersebut
selanjutnya dirumuskan menjadi dua buah pokok masalah yang menjadi fokus
dalam penelitian ini agar tidak melebar ke pembahasan yang lain. Manfaat dan
tujuan penilitian ini nantinya adalah menjadi bahan referensi bagi pihak yang
berkaitan. Selanjutnya setelah melakukan telaah pustaka, ditemukan 6 referensi
yang berkaitan dengan penelitian ini. Kerangka teori lalu dijelaskan pada bab ini
yang berfungsi menjadi jalan berpikir peneliti untuk menganalisis berdasarkan
referensi-referensi yang ada. Terakhir adalah metode dalam penelitian ini
dijelaskan agar jalan dalam menemukan sumber referensi menjadi jelas dan
terarah.

Kedua, menjelaskan tentang teori yang akan digunakan dalam meneliti.
Teori yang digunakan adalah teori Siyasah Syar’iyyah. Pada bab ini yang

dijelaskan bagaimana teori Siyasah Syar’iyyah tersebut. Teori Siyasah Syar’iyyah

17
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yang akan digunakan adalah J. Suyuthi Pulungan. Fungsi dari penjelasan teori ini
adalah nantinya digunakan sebagai pisau analisis sumber-sumber yang ada.

Ketiga, membahas tentang pilpres dan disabilitas grahita. Pembahasan
pilpres itu sendiri dimulai dengan penjelasan secara singkat bagaimana kondisi
pemilihan umum di Kabupaten Sleman. Kondisi pemilu saat itu ditarik kembali
kepada pembahasan tahapan-tahapan pilpres, secara khusus pada pemenuhan hak
politik bagi penyandang disabilitas dan masyarakat umumnya. Pemahaman
tersebut selanjutnya ada diarahkan secara mengerucut kepada hak politik
disabilitas grahita dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016..

Keempat, merupakan laporan penelitian dan analisis terhadap data yang
telah dikumpulkan oleh penulis tentang Undang-Undang, peraturan-peraturan atau
referensi yang berkaitan dengan hak-hak disabilitas grahita dalam pilpres di
Kabupaten Sleman. Mulai secara urut tahapan-tahapan pelaksaan pemilu saat itu.
Selanjutnya digunakan teori Siyasah Syar’iyyah dalam menganalisis data-data
yang sudah terkumpulkan untuk menghasilkan sebuah jawaban yang bertujuan
untuk menjawab pokok masalah penelitian ini.

Kelima, adalah penutup. Adapun dari penutup menjelaskan kesimpulan atas
hasil analisis pada penelitian ini. Berikutnya saran dari peneliti berdasarkan hasil
penelitian ini untuk dijadikan bahan referensi kepada pihak terkait yang nantinya

dapat bermanfaat dan dapat diakui secara akademik.
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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan pertama, kebijakan yang
diterapkan oleh Pemda Sleman dalam memenuhi hak politik disabilitas grahita
dalam pilpres tahun 2019 di Kabupaten Sleman sudah terlaksana.
Implementasinya telah mengikuti prosedur yang ada sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Namun dalam
pelaksanaannya masih belum maksimal.

Kedua, siyasah syar’iyyah dalam membahas kebijakan pemerintah dalam
memenuhi hak politik disabilitas grahita dalam pilres 2019 di Kabupaten Sleman,
yaitu memenuhi hak atas penghormatan dan kehidupan pribadi dengan cara tetap
mengajaknya untuk berpartisipasi dalam pilpres 2019. Hak berpendapat dan
berserikat dengan cara menyosialisasikan dan tetap terbuka bila kaitannya dengan
pemilu. Hak persamaan di depan hukum dan membela diri dengan cara tidak
membeda-bedakan dengan yang lain saat pemilu berlangsung. Hak musyawarah
dengan cara selalu berkomunikasi untuk menerima masukan dari organisasi-
organisasi penyandang disabilitas yang mewakili disabilitas grahita. Hak
mengangkat para pejabat dengan cara melayani segala keperluan untuk bisa
berpartisipasi dalam pilpres, termasuk aksesibilitas yang ramah.

Kendala yang diterima oleh disabilitas grahita pada pilpres 2019, yaitu
pendataan yang kurang valid dikarenakan tidak sinkron antara data pemutakhiran

dengan data lapangan. Kurangnya kerja sama dari pihak keluarga disabilitas
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grahita sehingga mengakibatkan tidak bisa memilih karena tidak tahu informasi
mengurus surat A5 dan tidak bisa memilih karena tidak segera didaftarkan untuk

pembuatan KTP.

B. Saran

Bagi KPU Kabupaten Sleman diharapkan dapat menguatkan kembali
petugas-petugasnya untuk mendata para penyandang disabilitas secara teliti agar
tidak terjadi ketidak cocokan dengan data lapangan. Selalu mengingatkan tentang
apa saja yang harus dilakukan ketika ada pemilih disabilitas kepada petugas. KPU
juga perlu mengedukasi kepada penduduk untuk segera mendaftarkan kerabatnya

yang disabilitas untuk ikut berpartisipasi dalam pemilu.
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